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ABSTRAK 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh  daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dana 

Perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan 

merupakan indikator penilaian pencapaian suatu tujuan sebuah instansi.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan,  pengaruh  

Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dan pengaruh  PAD  dan Dana 

Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif  dengan teknik pengumpulan data 

yaitu kepustakaan dan dokumentasi. Hasil uji hipotesis pengaruh PAD terhadap Kinerja 

Keuangan menunjukkan thitung > ttabel (2,902 > 1,6909). Artinya PAD berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sedangkan hasil hipotesis pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yaitu thitung < ttabel (-3,583 < 1,6909). Artinya  Dana 

Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung. 

Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah adalah Fhitung 

16,733 > Ftabel 3,28). Artinya secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Kesimpulannya yaitu secara parsial dan simultan PAD 

dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 

Bandung. 

 

Kata   Kunci:   Pendapatan   Asli   Daerah,   Dana   Perimbangan,   

Kinerja Keuangan 

 
 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan kewenangan 

daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana 

tertuang Undang- Undang Nomor 23 

mailto:totosuwarsa@poltekpos.ac.id
mailto:thayebihsa26@gmail.com
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Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah serta Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keungan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelenggaraan 

otonomi daerah. Misi utama kedua 

Undang-Undang tersebut 

desentralisasi. Desentralisasi adalah 

pengalihan tanggung jawab, 

kewenangan dan sumber-sumber 

daya dari pusat ke daerah, 

dimaksudkan agar daerah dapat 

langsung merasakan program dan 

pelayanan yang  dirancang  oleh 

pusat di daerah masing-masing 

(Sujarweni, 2015:233). Selaras 

dengan tujuan otonomi  dan 

outcome, penyusunan APBD 

bertujuan untuk menyelaraskan 

kebijakan ekonomi makro dan 

sumber      daya      yang      

tersedia,mengalokasikan secara tepat 

sesuai kebijakan pemerintah dan 

mempersiapkan kondisi bagi 

pelaksanaan pengelolaan anggaran 

daerah yaitu menuntun kemandirian 

suatu daerah sehingga upaya harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk mengoptimalkan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dan sumber 

dana bagi daerah dalam rangka 

membiayai aktifitas operasional 

pemerintah daerah melalui 

Pendapatan Asli  Daerah  yang 

berasal dari pajak dan retribusi 

daerah, dan sumber dana daerah 

melalui dana perimbangan yaitu 

dana alokasi umum, dana alokasi 

khusus, dan pendapatan transfer. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan yang bersumber dari 

kegiatan ekonomi itu sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan 

salah satu pilar kemandirian suatu 

daerah. Menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan  daerah, 

sumber PAD terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, dan 

lain-lain   pendapatan   daerah   yang 

sah. Karena itu kemampuan suatu 

daerah menggali PAD akan 

mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan daerah tersebut. Di 

samping semakin besar kontribusi 

PAD terhadap APBD, maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Hal ini karena PAD dapat 

dipergunakan sesuai dengan 

kehendak dan inisiatif pemerintah 

daerah demi kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerahnya. 

Selain Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan juga merupakan 

salah satu sumber penerimaan 

daerah yang memiliki kontribusi 

besar terhadap struktur APBD. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa Dana 

Perimbangan  adalah  dana yang 

bersumber dari pendapatan APBD 

yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi tersebut. Pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah telah ditetapkan pada 

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 

105 Tahun 2000 yang menegaskan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah 

harus dilakukan secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab 

dengan  memperhatikan  atas 

keadilan dan kepatuhan. Sedangkan 

tingkat kemandirian keuangan 
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daerah itu sendiri ditunjukkan oleh 

besar kecilnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dibandingkan dengan 

pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber lain, misalnya bantuan 

pemerintah pusat ataupun dari 

pinjaman. Namun, dalam 

kenyataannya, pajak daerah ini 

belum terlalu kuat untuk menutupi 

semua pengeluaran pemerintah 

daerah dan secara umum, belum ada 

kabupaten/kota di Indonesia yang 

mampu menggali, mengoptimalkan 

dan menjadikan penerimaan dari 

pajak daerah sebagai sumber 

pemasukan utama dalam memenuhi 

semua pengeluaran pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah masih 

sangat bergantung  dan 

mengharapkan bantuan pemerintah 

pusat dan provinsi berupa Dana 

Perimbangan untuk menutupi semua 

alokasi belanja daerah. Ini berarti 

daerah  otonomi  belum  

sepenuhnya. dikatakan berhasil 

dalam melakukan otonomi daerah. 

Pemerintah Kota Bandung 

merupakan salah satu pemerintah 

daerah yang menunjukkan 

ketergantungan daerahnya  terhadap   

pemerintah pusat untuk memenuhi 

kebutuhan daerahnya, hal tersebut 

dapat membuat  kinerja  keuangan 

menurun. Apabila pengelolaan 

daerah dilakukan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, maka tentunya akan 

meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah itu sendiri. Menurut 

Mardiasmo (2017:121) “pengukuran 

kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dalam 

menghasilkan pelayanan  publik 

yang lebih baik”. Kinerja keuangan 

daerah merupakan salah satu ukuran 

yang dapat digunakan untuk melihat 

kemampuan daerah dalam 

menjalankan otonomi  daerah 

(Bastian, 2013:232). Konsep 

pengelolaan Kinerja Keuangan 

organisasi sector public yang 

mendasar pada elemen utama yaitu : 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

Pengukuran kinerja yang bersumber 

dari    informasi    finansial,    seperti 

laporan keuangan, diukur 

berdasarkan anggaran yang telah 

dibuat (Mardiasmo, 2017:123). Oleh 

karena itu, kinerja keuangan 

pemerintah daerah menjadi suatu hal 

yang penting  bagi  pemerintah 

daerah dan pihak eksternal. Kinerja 

keuangan merupakan salah satu 

ukuran yang dapat digunakan untuk 

memastikan kemampuan daerah 

dalam melaksanakan aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik 

dan benar untuk mempertahankan 

layanan yang diinginkan, di mana 

penilaian yang lebih tinggi menjadi 

tuntutan yang harus dipenuhi agar 

pihak eksternal memutuskan untuk 

berinvestasi di dalam daerah. Data 

pengukuran kinerja keuangan yang 

bersumber dari informasi finansial 

yang diukur berdasarkan pada 

anggaran yang telah dibuat, dapat 

menjadi peningkatan program 

selanjutnya demi menghasilkan 

pelayanan public yang lebih baik 

dan berkualitas. Pemerintah Kota 

Bandung merupakan salah satu 

pemerintah daerah yang 

menunjukkan adanya permasalahan 

dalam keuangan daerahnya yaitu 

Kinerja   Keuangan   yang   dianggap 

kurang efisien. Fenomena tersebut 

dapat terlihat dengan menilai 

efisiensi atas realisasi belanja dari 

alokasi penganggaran  yang 

dilakukan  Pemerintah   Kota 
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Bandung terhadap suatu anggaran tahun 2017-2018. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif.Menurut Sugiyono 

(2017:8), “Metode kuantitatif adalah 

metode  penelitian yang berlandaskan 

filsafat positive, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah 

ditentukan”. 

Di dalam penelitian ini juga 

digunakan perumusan masalah 

asosiatif, yang mana menurut 

Sugiyono (2017:38), “Rumusan 

masalah asosiatif adalah suatu 

rumusan masalah penelitian 

yang bersifat menanyakan  

hubungan antara dua variabel”. 

Populasi dalam penelitian ini  

berupa  berupa anggaran  

Pemerintah  Kota Bandung. 

Anggaran tersebut berupa 

laporan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan  Dana 

Perimbangan Pemerintah Kota 

Bandung Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling 

yakni purposive sampling. 

Sampel yang digunakan pada 

peneitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Periode penelitian 

yaitu dari tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018. 

(2) Jenis data yang digunakan 

adalah data realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan per bulan dari 

tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018. (3) Jumlah sampel 

yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 36 

sampel.  Adapun analisis yang 

digunakan adalah Koefisien 

Korelasi Berganda, Analisis 

Regresi Linear Berganda, 

Koefisien Determinasi, Uji t, 

Uji f 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pembahasan 
 

Tabel 1 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa  realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota 

Bandung dengan nilai tertinggi 

terdapat pada bulan Agustus tahun 

2018 sebesar Rp 454.460.394.413,   

sedangkan realisasi terendahnya 

terdapat pada bulan Juni tahun 2016 

yaitu sebesar Rp 117.353.095.744. 

Maka dari itu dapat diprediksi Kinerja 

Keuangan pada bulan Agustus tahun 

2018 diperkirakan baik. 

Tabel 2 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung 
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Dari tabel 2 diatas 

dapat dilihat bahwa Dana 

Perimbangan yang terealisasi 

selalu mengalami kenaikan 

setiap bulannya, dengan nilai 

tertinggi terdapat pada bulan 

Maret tahun 2016 sebesar Rp 

499.227.410.200,   sedangkan 

realisasi terendahnya terdapat 

Februari tahun 2016 yaitu 

sebesar Rp6.981.545.544. maka 

dari  itu dapat diprediksi bahwa 

Kinerja Kuangan pada bulan 

maret tahun 2016 dapat 

dikatakan buruk.

 

1. Hasil Analisis 
 

a. Korelasi Berganda 
 

                    Tabel 3 

 

Hasil Analisis Korelasi Berganda 

 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 

dilihat bahwa analisis  berganda 

diatas menunjukkan sig. f change 

pada angka 0,000 < 0,05 maka 

menunjukkan berkorelasi  kuat yang 

ditunjukkan pada R pada angka 

0,710. Nilai R 0,61 - 0,80 korelasi 

kuat. 
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b. Korelasi Sederhana 
 

Tabel 4 

Hasil Analisis Korelasi Sederhana 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas 

dapat dilihat bahwa besarnya 

hubungan  untuk   variabel 

Pendapatan Asli Daerah adalah 

0,557. Angka korelasi ini 

menunjukkan bahwa korelasi 

antara pendapatan asli daerah 

terhadap Kinerja Keuangan 

berada dalam kategori  

“Sedang”  yang  dapat dilihat 

pada ukuran dengan nilai antara 

0,41-0,60. 

 

c. Analisis Regresi Sederhana 
 

Tabel 5 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Dari nilai-nilai 

koefisien diatas, persamaan 

regresi  yang dapat disusun 

untuk variabel Lingkungan 

Pengendalian dan Penilaian 

resiko adalah: 

Y = 42,329 + 0,084X1- 0,079X2 

 

Dimana : 

Y = Kinerja Keuangan a =  

Konstanta 

b1dan b2= Koefisien Regresi X1 = 

PAD 

X2 = Dana Perimbanga

 

Dari persamaan diatas, dapat diartikan 

sebagai berikut: (1) Jika variabel 

Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana 

Perimbangan (X2) nilainya adalah 0, maka 

nilai variabel Kinerja Keuangan (Y) adalah 

sebesar konstanta  atau sebesar 42,329. (2) 

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli 

Daerah (X1) sebesar 0,084. artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan 

Pendapatan Asli Daerah mengalami 

kenaikan  1,  maka alokasi belanja 

modalakan mengalami kenaikan sebesar 

0,084. Karena koefisien bernilai positif 

maka terjadi hubungan positif pula antara 

Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap 

Kinerja Keuangan (Y). Jadi kenaikan 

Pendapatan Asli Daerah (X1) mengakibatkan 

kenaikan pada Kinerja Keuangan(Y). (3) 

Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan 

(X2) sebesar -0,079, artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan Dana 

Perimbangan mengalami kenaikan  1,  maka 

alokasi belanja modal akan mengalami 

kenaikan sebesar -0,079. Karena koefisien 

bernilai negatif maka terjadi hubungan 

negatif pula antara Dana Perimbangan (X2) 

terhadap Kinerja Keuangan (Y), jadi 

kenaikan Dana Perimbangan (X2) 

mengakibatkan penurunan pada Kinerja 

Keuangan (Y). 

 

a. Koefisien Determinasi 
 

Tabel 6 
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Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Dari tabel di atas 

dapat diketahui bahwa nilai R-

square adalah sebesar 0,504. Nilai 

ini dikenal dengan dengan 

koefisien determinasi (Kd) yang 

dapat dihitung sebagai berikut: 

Kd = r
2 

x 100% 

Kd = (0,710)
2 

x 100% 

Kd = 0,504 x 100% = 50,4

Kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Perimbangan terhadap 

Kinerja Keuangan sebesar 50,4% dan s 

isanya 49,6 % dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh 

penulis. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan memiliki kontribusi positif 

yang sedang terhadap Kinerja Keuangan 

sebesar 50,4%.

 

b.  Hasil Uji t 
 

Tabel 7 Hasil Uji t 

 

Hasil uji t  dengan  menggunakan 

IBM SPSS Statistic 23.0 dalam 

tabel diatas antara variabel 

Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan yang dapat 

dilihat dari kolom   t   dalam   tabel   

coefficient 

menunjukkan bahwa nilai thitung 

sebesar 2,902. Dengan melihat 

pada ttabel jumlah data n = 36 dan 

(df) = n-k-1 atau 36-3 = 33 pada 

tingkat kesalahan α = 0,05  dengan 

pengujian dua pihak maka 

diperoleh ttabel sebesar 1,692. Hal 

ini menunjukkan bahwa  hasil 
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pengolahan thitung > ttabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Nilai 

signifikansi  variabel  Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebesar 0,007 

< 0,05, maka dapat diartikan Ho 

dalam penelitian ini ditolak dan 

Ha diterima. Artinya, terdapat 

pengaruh signifikan antara 

Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan. 

c. Hasil Uji F 
 

Tabel 8 Hasil Uji F 

 

 

Dari hasil derajat kebebasan (df) 

dapat dilihat dalam  Fhitung sebesar 

16,733, sehingga dapat ditentukan 

bahwa nilai Fhitung lebih besar dari 

nilai Ftabel  (16,733> 3,28) 

1. Hasil uji hipotetsis secara 

parsial antara variabel X2 

dan Y menunjukkan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak  

artinya terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara 

Dana  Perimbangan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Bandung. 

2. Hasil uji hipotesis secara 

parsial dan  simultan   

menunjukkan bahwa Ha 

diterima dan  Ho ditolak. 

Artinya Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Perimbangan berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Bandung. 
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